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Abstract: Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 18 of 2017 concerning the Protection and 
Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is one of the important regulations in the fulfillment of 
rights for persons with disabilities, especially in Sukoharjo Regency. This PERDA aims to ensure that people 
with disabilities in Sukoharjo Regency get protection and fulfillment of their rights, including in the field of 
education. This service aims to find out the fulfillment of rights for MIS Muhammadiyah Siwal students as an 
implementation of Regional Regulation Number 18 of 2017 concerning Persons with Disabilities. Through this 
community service, it is hoped that a clear picture can be obtained about the extent to which this Regional 
Regulation has been implemented effectively and the obstacles faced in the process. The service method used 
is socialization. The socialization was carried out to provide information to students about the rights of people 
with disabilities. Thus, the results of this community service can provide constructive recommendations for 
local governments, educators, and other stakeholders in an effort to improve and optimize education for 
people with disabilities in Sukoharjo Regency. 
Keywords: Disability, Ibtidaiyah Madrasah Swasta, Regional Regulations. 
 
Abstrak: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu regulasi yang penting dalam pemenuhan 
hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Sukoharjo. PERDA ini bertujuan untuk menjamin 
bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
mereka, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak 
pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Penyandang Disabilitas. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran 
yang jelas mengenai sejauh mana PERDA ini telah diimplementasikan secara efektif serta hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi. Sosialisasi 
dilakukan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dengan 
demikian, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi 
pemerintah daerah, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki dan 
mengoptimalkan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. 
Kata kunci:  Disabilitas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Peraturan Daerah. 
 

1. PENDAHULUAN  
Peraturan peyandang disabilitas saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas yang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 
Pandangan terhadap istilah “cacat” seiring dengan perkembangan jaman diubah menjadi “disabilitas” 
karena memiliki konotasi negatif. Secara biomedis disabilitas dipahami sebagai kondisi tubuh yang 
tidak normal pada umumnya karena bawaan lahir ataupun karena faktor eksternal tertentu.  Namun 
masalah utama disabilitas bukan hanya pada kondisi individu, namun juga hambatan sosial dan 
lingkungan yang “mencacatkan” seseorang. Kondisi sosial dan lingkungan yang tidak mendukung 
penyandang disabilitas menyebabkan terjadi kesenjangan dalam cara masyarakat memahami dan 
memperlakukan penyandang disabilitas. (Vincentia, 2020)  

Paradigma tentang disabilitas yang sering kali menyulitkan dalam hal pemenuhan hak-hak 
penyandang disabilitas, dalam hal pendidikan masih banyak mendapatkan tantangan dalam 
pelaksanaannya. (Suphia & R. Hariandja, 2021) Di Sukoharjo, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas merupakan salah satu regulasi yang penting dalam menghadapi tantangan pemenuhan hak 
penyandang disabilitas. PERDA ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas di 
Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk dalam 
bidang pendidikan.  
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Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada sekolah di Kabupaten Sukoharjo 
masih belum ramah dan masih minim akses yang memudahkan penyandang disabilitas dalam 
mengikuti pembelajaran di sekolah. Melalui sosialisasi PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
penyandang disabilitas yang dilakukan pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai upaya untuk 
mengedukasi siswa di lingkungan sekolah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Siswa MIS 
Muhammadiyah Siwal diharapkan mampu menerapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sejak 
dini pada tingkat sekolah dasar/ madrasah.  

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan pemenuhan hak penyandang disabilitas 
pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai implementasi PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
penyandang disabilitas. 

 
2. METODE  

 
Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian 

 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi 
kepada siswa dan guru MIS Muhammadiyah Siwal yang terletak di Blotan, Rt. 01/02, Kab. Sukoharjo. 
Madrasah Ibtidaiyah swasta ini pertama kali berdiri pada tahun 1975. MIS Muhammadiyah Siwal 
dikelola oleh operator sekolah Muh. Zaenal Abidin. MIS Muhammadiyah Siwal mendapat status 
akreditasi grade B dengan nilai 83 (akreditasi tahun 2018) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) 
Sekolah/Madrasah. PkM ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancanhg untukmemastikan 
keberhasilan kegiatan ini dengan sistematis. Adapun tahapan tersebut yaitu: 
a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk tim pengabdian dengan berdiskusi untuk 
menentukan ide pelaksanaan pengabdian. Perwakilan tim pengabdian melakukan penjaringan 
dengan melakukan kunjungan awal ke berbagai sekolah. Tim pengabdian melakukan analisis 
situasi serta permasalahan mitra yang digunakan untuk membentuk metode sosialisasi yang tepat 
bagi siswa. Tim pengabdian melakukan identifikasi masalah dengan memfokuskan pemecahan 
masalah yang tepat padi siswa MIS Muhammadiyah Siwal yang diharapkan dapat berdampak 
panjang dan berkelanjutan sehingga siswa mendapatkan edukasi dan pemahaman. 

b. Tahap Sosialisasi 
Setelah mendapatkan izin untuk melakukan sosialisasi, tim menyusun proposal yang disertai pembagian 
tugas kerja. Setelah proposal disetujui dan dilakukan revisi, tim segera merancang pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di MIS Muhammadiyah Siwal Kabupaten Sukoharjo. Tahap 
pertama, koordinasi antara tim pengabdi dengan Kepala Sekolah MIS Muhammadiyah Siwal untuk 
menentukan waktu dan tempat kegiatan sosialisasi. Tahap kedua, tim pengabdi bekerjasama dengan kepala 
sekolah untuk melakukan penjaringan peserta. Sekitar 60 peserta yang terdiri dasi kelas 3, 4, dan 5 diundang 
untuk berpartisipasi, termasuk kepala sekolah dan guru dengan tujuan memberikan edukasi dan 
memberikan contoh pemahanan hak penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, 
diskusi, penayangan video, dan sesi tanya jawab. 

c. Tahap Pelaksanaan 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi. Pertama, pemberian materi tentang pemahaman 
penyandang disabilitas dan PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
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Penyandang Disabilitas melalui video. Melalui video tersebut, siswa diajak untuk memecahkan 
sebuah kasus untuk memahami konsekuensi dari tindakan bullying dan body shaming terhadap 
penyandang disabilitas, serta perosedur bagaimana cara pelaporan apabila mereka atau teman 
mereka menjadi korban. Kedua, pada kegiatan ini mahasiswa diberikan motivasi untuk 
membangun kepercayaan diri dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. 

d. Tahap Evaluasi 
Setelah pelaksanaan kegiatan, tim melakukan refleksi dan evaluasi untuk menilai keberhasilan 
program, termasuk apakah permasalahan mitra telah teratasi. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat 
koordinasi untuk memastikan permasalahan mitra terselesaikan secara menyeluruh.  

e. Tahap Pendampingan dan Evaluasi 
Tim menyusun laporan kemajuan sesuai dengan tugas masing masing anggota pengabdian. 
Selanjutnya tim menyusun laporan akhir sebagai dokumentasi lengkap dari seluruh rangkaian 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Penyandang Disabilitas yang dilakukan kepada siswa kelas 3,4, dan 5 serta guru pada MIS 
Muhammadiyah Siwal yang terletak di Blotan, Rt. 01/02, Kab. Sukoharjo. Sosialisasi dilakukan melalui 
video dan pemaparan dari tim pengabdi untuk mengedukasi siswa dan guru terkait pemenuhan hak 
penyandang disabilitas masih perlu dilakukan, adapun aksesibilitas baik berupa fasilitas fisik dan non 
fisik serta guru pembimbing yang harus disediakan untuk turut serta membantu sekolah yang 
mempunyai siswa penyandang disabilitas. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak 
penyandang disabilitas yaitu masih kurangnya peraturan yang mengatur secara detil terhadap 
pemenuhan hak penyandang disabilitas, struktur hukum yang menjalankan pun belum sepenuhnya 
menjalankan, serta kultur hukum/budaya masyarakat yang memiliki pandangan charity-based 
terhadap penyandang disabilitas.  
Pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada asas aksesibilitas, (Adnyani & Surata, 2020) 
yang bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang 
sama. Aksesibilitas untuk medapatkan kesempatan yang sama, terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas 
fisik dan non-fisik. (Aminah, 2021) Aksesibilitas fisik berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang 
mendukung penyandang disabilitas untuk melaksanakan aktivitas khususnya siswa untuk 
mendapatkan pembelajaran di sekolah. Penyediaan sarana aksesibilitas dirancang untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas. (Arianto & Apsari, 2023) Sekolah 
wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas (Philona & Listyaningrum, 2021) seperti pintu yang dapat 
dilalui pengguna disabilitas yang memakai kursi roda, toilet yang terdapat pegangan yang kuat untuk 
mempermudah penyandang disabilitas secara mandiri melakukan aktivitas. 
Penerapan PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak 
penyandang disabilitas pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal 
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang 
disabilitas. Pendidikan harus diberikan secara inklusif tanpa deskriminasi, dengan prinsip kesetaraan 
yang sama dengansiswa pada umumnya. Pendidikan bagi penyandang disabilitas mencakup lapanan 
pendidikan khusus yang dirancang untuk siswa yang kesulitan untuk menghadapi proses pembelajaran 
akibat hambatan fisik, sosial, emosional, dan mental yang mempunyai potensi mempunyai bakat dan 
kecerdasan yang luar biasa.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, siswa 
sebagai penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui dua sistem, yaitu 
sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.(Maftuhin, 2017) Tim pengabdi menggunakan 
sampel sekolah inklusi, yaitu MIS Muhammadiyah Siwal. MIS Muhammadiyah Siwal Kabupaten 
Sukoharjo merupakan sekolah swasta yang jarang seklai, bahkan hampir tidak ada siswa penyendang 
disabilitas, jika ada jenisnya pun hanya ringan yang tidak memerlukan alat bantu khusus. Pihak sekolah 
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terus berupaya untuk terus memperbaiki bangunan gedung dan fasilitas ramp bagi penyandang 
disabilitas.  
Tim pengabdi berupaya untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pengetahuan tentang informasi 
dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas serta aksesibilitas dalam 
kegiatan pembelajaran terhadap penyandang disabilitas. Dalam kegiatan sosialisasi ini tim pengabdi 
melakukan edukasi dengan menampilkan video bernarasi yang menggambarkan kisa anak yang 
disabilitas yang terus berjuang dan semangat dalam belajar. Keterbatasan dalam geraknya tidak 
menghalanginya untuk terus belajar dan berusahan mengimbangi teman-teman sebayanya.  
 

 

 
Gambar 2. Penyampaian edukasi 

 

Pelaksanaan penyampaian materi berlasung sangat kondusif. Siswa dan guru menyimak pemaparan 
dari tim pengandi terkait pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini 
masih partisipasi terhadap aksesibilitas sebagai wujud pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 
masih jarang dilakukan dalam kegiatan social dan pemberdayaan di lingkungan sekolah. Penyandang 
disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka 
panjang yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan 
efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Dengan adanya 
sosialisasi ini diharapkan menjadi perhatian khusus untuk menghadapi siswa yang mungkin nantinya 
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mendaftar pada MIS Muhammadiyah Siwal dengan tenang mengikuti pembelajaran dengan sebaik-
baiknya.  
 

 
Gambar 3. Sesi Tanya Jawab 

 

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan membuka sesi tanya jawab kepada siswa dan guru MIS 
Muhammadiyah Siwal. Siswa bernama Nesya menyanyakan perihal bagaimana caranya untuk ikhlas 
dan tetap semangat dalam belajar dikondisi yang mengalami disabilitas? Menurut kami, semua 
manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah SWT tinggal bangaimana kita menyikapi dan mensyukuri 
terhadap pemberian dari Allah SWT. Dengan pendidikan yang kami dapatkan kami mencoba sharing 
kepada siswa di MIS Muhammadiyah Siwal untuk terus berbuat baik dan berteman tanpa pilih kasih, 
serta saling tolong menolong kepada sesama.  
Setelah melaksanakan seti tanya jawab, kita mengadakan ice breaking bersama untuk menghibur siswa 
yang hadir. Acara kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama sama. 
Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi sebagai wujud penerapan PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas pada siswa MIS 
Muhammadiyah Siwal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambat dalam pemenuhan hak 
penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu: 
a. Substansi hukum 
Hukum substantif meliputi aturan, norma dan perundang-undangan. Berdasarkan Perda, pemenuhan 
hak penyandang disabilitas salah satunya dalah aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas 
berupa bangunan fisik dan non fisik. (B., 2018) Salah satu contohnya adalah gedung sekolah yang wajib 
menyediakan fasilitas aksesibilitas termasuk sarana dan prasarana yang mendukung proses 
pembelajaran siswa, misalnya buku braille, bahasa isyarat, dan unit layanan penyandang disabilitas. 
Namun peraturan daerah tersebut belum secara rinci mengatur jenis-jenis fasilitas yang harus tersedia 
pada bangunan sekolahan untuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten 
Sukoharjo terkait aksesibilitas fasilitas ini masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan 
penyandang disabilitas. Salah satu buktinya adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan 
fasilitas khusus di setiap sekolah, yang menunjukkan lemahnya kebijakan dan standar pelaksanaannya. 
(Ndaumanu, 2020) 
b. Struktur hukum 
Struktur hukum merupakanlembaga yang menjalankan perangkat hukum. Berdasarkan sosialisasi pada 
MIS Muhammadiyah Surakarta mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi 
terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi pada setiap sekolah. Sosialisasi 
ini harus dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi dalam menyelenggarakan 
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pendidikan bagi penyandang disabilitas, misalnya guru pembimbing khusus yang disediakan oleh Dinas 
untuk membantu sekolah yang mempunyai siswa penyandang disabilitas. (Wang, 2021) 
c. Kultur Hukum/Budaya Masyarakat 
Kultus Hukum/Budaya Masyarakat yang masih cenderung memiliki pandangan charity-based terhadap 
penyandang disabilitas, sehingga pemenuhan hak mereka, baik oleh masyarakat maupun pemerintah 
masih minim. (Hestiantini & Pribadi, 2020) Kesadaran untuk memenuhi hak penyandang disabilitas 
yang masih bergerak lambat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
menyatakan bahwa isu terkait penyandang disabilitas masih dianggap baru di wilayah tersebut, 
sehingga kampanye mengenai kota inklusif belum dilaksanakan. Sementara itu, menurut World Bank 
dalam Inclusive Cities, terdapat tiga faktor penting dalam mewujudkan kota inklusif. Pertama, spatial 
inclusion atau inklusi ruang, yang mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang dapat diakses oleh 
semua. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial, yang memastikan kesetaraan hak dan partisipasi aktif 
semua kelompok masyarakat. Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi, yang memberikan 
peluang kerja serta kesempatan bagi seluruh warga untuk menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi. 
 

4. KESIMPULAN  
Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di MIS Muhammadiyah Siwal 
belum sepenuhnya terpenuhi. Aksesibilitas untuk memenuhi pemenuhan hak penyandang disabilitas 
masih perlu dilakukan, adapun aksesibilitas baik berupa fasilitas fisik dan non fisik serta guru 
pembimbing yang harus disediakan untuk turut serta membantu sekolah yang mempunyai siswa 
penyandang disabilitas. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas 
yaitu masih kurangnya peraturan yang mengatur secara detil terhadap pemenuhan hak penyandang 
disabilitas, struktur hukum yang menjalankan pun belum sepenuhnya menjalankan, serta kultur 
hukum/budaya masyarakat yang memiliki pandangan charity-based terhadap penyandang disabilitas. 
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